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KATA PENGANTAR 

 

 

Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal  (SPM) merupakan 

salah satu kebijakan prioritas nasional  yang perlu mendapat perhatian  dan 

tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah 

melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. 

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun 

berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturah Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal serta Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 

tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan, bahwa Daerah berkewajiban menyusun Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dan menyampaikan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran tersebut 

berakhir kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat. 

Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 ini tersusun atas 

kerjasama tim yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam rangka percepatan penerapan dan 

pencapaian SPM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. 

Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Atas 

bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak kami mengucapkan banyak terima 

kasih. 

 

Sintang,       Januari 2024 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sintang 

 

 

 

H. Edy Harmaini, SE.,M.Si 
Pembina Utama Muda 

     NIP. 196707211996031004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

1. MAKSUD 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam 

kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan 

pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM 

merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan 

Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun 

terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan 

Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme 

penerapan SPM. 

SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan 

maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu 

sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. 

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada 

masyarakat,  yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang 

prima, maka Pemerintah Kabupaten Sintang menerapkan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan 

peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan 

masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good 

Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi 

Pemerintah Daerah karena :  

a. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit 

bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua 

kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya 

aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah 

Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang 

minimal harus disediakan bagi masyarakat. 
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b. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih 

terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis 

dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja 

aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang 

baik.    

 

2. TUJUAN 

Penerapan SPM ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada 

pemerintah daerah dalam Penerapan perencanaan untuk pelaksanaan 

SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sintang. 

 

B. DASAR HUKUM 

Dasar hukum Penerapan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar 

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal. 

 

C. KEBIJAKAN UMUM 

Visi Kabupaten Sintang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 

yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, 

Rukun, Sejahtera , Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”. Kemudian misi 

merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati dan 

Wakil Bupati Sintang periode 2021-2026. Adapun misi pembangunan yaitu: 

Misi 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar 

pada budaya lokal. 
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Misi 2 : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan 

terjangkau bagi masyarakat 

Misi 3 : Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam 

kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan 

tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan agama dalam kehidupan sosial. 

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Misi 5 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna 

pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara 

lestari 

Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang 

sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan terdapat pada Misi 2 

RPJMD periode 2021-2026. 

 

D. ARAH KEBIJAKAN 

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kab. Sintang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kab. 

Sintang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. 

2. SPM sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan dasar merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga 

negara secara minimal sehingga dalam implementasinya harus 

termuat dalam rumusan program pembangunan RPJMD Kab. Sintang 

tahun 2021-2026, sebagai upaya untuk mewujudkan Kab. Sintang 

yang sehat. 
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BAB II 

PENERAPAN SPM 

 

A. PENGUMPULAN DATA 

 
Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2023

PELAYANAN 

KESEHATAN IBU 

HAMIL

PELAYANAN 

KESEHATAN IBU 

BERSALIN

PELAYANAN 

KESEHATAN BAYI 

BARU LAHIR

PELAYANAN 

KESEHATAN 

BALITA

PELAYANAN 

KESEHATAN 

PADA USIA 

PENDIDI KAN 

DASAR

PELAYANAN 

KESEHATAN 

PADA USIA 

PRODUKTIF

PELAYANAN 

KESEHATAN 

PADA USIA 

LANJUT

PELAY ANAN 

KESEHATAN 

PENDERITA 

HIPERT ENSI

PELAYANAN 

KESEHATAN 

PENDERITA 

DIABETES 

MELITUS

PELAYANAN 

KESEHATAN 

ORANG DENGAN 

GANGGUAN JIWA 

(ODGJ) BERAT

PELAYANAN 

KESEHATAN 

ORANG 

TERDUGA TUBER 

KULOSIS

PELAYANAN 

KESEHATAN 

ORANG DENGAN 

RISIKO 

TERINFEKSI HIV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Serawai Serawai 519 519 471 1812 924 13315 1465 3284 77 33

2 Ambalau Kemangai 306 306 278 1075 544 8436 805 2512 80 31

3 Kayan Hulu Tebidah 520 520 473 1831 927 13365 1370 4299 82 123

4 Sepauk Sepauk 1112 1112 1011 3608 1980 16985 2927 3218 89 41

5 Tempunak Tempunak 402 402 365 1213 715 11083 1057 3309 65 21

Jelimpau 240 240 218 844 427 6621 632 1964 80 112

6 Sei. Tebelian Pandan 695 695 632 2324 1239 18424 1831 5756 75 40

7 Sintang Sungai Durian 583 583 530 2053 1039 16106 1696 4822 84 28

Tanjung Puri 641 641 583 2256 1142 17699 1688 5305 82 33

Dara Juanti 223 223 203 785 397 6229 687 1825 93 22

8 Dedai Dedai 422 422 384 1485 752 11646 1111 3479 65 45

Emparu 236 236 214 829 420 6502 720 1929 90 20

9 Kayan Hilir Nanga Mau 582 582 529 2047 1036 16054 1531 4808 77 59

10 Kelam Permai Kebong 280 280 255 987 499 7739 738 2301 71 14

Nanga Lebang 84 84 76 294 149 2306 220 663 85 9

11 Binjai Hulu Mensiku 272 272 247 957 484 7503 758 2230 80 15

12 Ketungau Hilir Nanga Ketungau 266 266 242 935 473 7355 700 2180 76 26

Serangas 225 225 205 792 401 6210 692 1841 69 4

13 Ketungau Tengah Merakai 656 656 597 2110 1169 18117 1728 5429 68 33

14 Ketungau Hulu Senaning 472 472 429 1661 841 13030 1243 3846 67 6

Jumlah 8734 8734 7940 29896 15557 224724 25679 65000 1959 716 7803 9992

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO KECAMATAN PUSKESMAS

TARGET PENERIMA PELAYANAN

7803 9992
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Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan 2023 

 

 

FASILITAS KETERSEDIAAN JENIS KETERSEDIAAN

1 2 3 4 5 6

1 SERAWAI

Puskesmas: 1

Pustu: 5

Poskesdes: 18 

Puskesmas: 1

Pustu: 5

Poskesdes: 18 

Dokter : 1

Perawat : 36

Bidan : 17

Dokter : 1

Perawat : 36

Bidan : 17

2 AMBALAU

Puskesmas: 1

Pustu: 11

Poskesdes: 4

Puskesmas: 1

Pustu: 11

Poskesdes: 4

Dokter : 1

Perawat : 22

Bidan : 21

Dokter : 1

Perawat : 22

Bidan : 21

3 KAYAN HULU

Puskesmas: 1

Pustu: 9

Poskesdes: 16 

Puskesmas: 1

Pustu: 9

Poskesdes: 16 

Dokter : 1

Perawat : 35

Bidan : 27

Dokter : 1

Perawat : 35

Bidan : 27

4 SEPAUK

Puskesmas: 1

Pustu: 14

Poskesdes: 9

Puskesmas: 1

Pustu: 14

Poskesdes: 9

Dokter : 2

Perawat : 51

Bidan : 57

Dokter : 2

Perawat : 51

Bidan : 57

5 TEMPUNAK

Puskesmas: 2

Pustu: 5

Poskesdes: 9 

Puskesmas: 2

Pustu: 5

Poskesdes: 9 

Dokter : 2

Perawat : 56

Bidan : 44

Dokter : 2

Perawat : 56

Bidan : 44

6 SEI. TEBELIAN

Puskesmas: 1

Pustu: 9

Poskesdes: 6

Puskesmas: 1

Pustu: 9

Poskesdes: 6

Dokter : 2

Perawat : 41

Bidan : 29

Dokter : 2

Perawat : 41

Bidan : 29

7 SINTANG

Puskesmas: 3

Pustu: 1

Poskesdes: 6

Puskesmas: 3

Pustu: 1

Poskesdes: 6

Dokter : 17

Perawat : 76

Bidan : 63

Dokter : 17

Perawat : 76

Bidan : 63

8 DEDAI

Puskesmas: 2

Pustu: 7

Poskesdes: 11 

Puskesmas: 2

Pustu: 7

Poskesdes: 11 

Dokter : 3

Perawat : 62

Bidan : 33

Dokter : 3

Perawat : 62

Bidan : 33

9 KAYAN HILIR

Puskesmas: 1

Pustu: 7

Poskesdes: 14 

Puskesmas: 1

Pustu: 7

Poskesdes: 14 

Dokter : 2

Perawat : 47

Bidan : 32

Dokter : 2

Perawat : 47

Bidan : 32

10 KELAM PERMAI

Puskesmas: 2

Pustu: 6

Poskesdes: 11 

Puskesmas: 2

Pustu: 6

Poskesdes: 11 

Dokter : 5

Perawat : 57

Bidan : 37

Dokter : 5

Perawat : 57

Bidan : 37

11 BINJAI HULU

Puskesmas: 1

Pustu: 2

Poskesdes: 3 

Puskesmas: 1

Pustu: 2

Poskesdes: 3 

Dokter : 1

Perawat : 28

Bidan : 17

Dokter : 1

Perawat : 28

Bidan : 17

12 KETUNGAU HILIR

Puskesmas: 2

Pustu: 8

Poskesdes: 7 

Puskesmas: 2

Pustu: 8

Poskesdes: 7 

Dokter : 3

Perawat : 50

Bidan : 29

Dokter : 3

Perawat : 50

Bidan : 29

13 KETUNGAU TENGAH

Puskesmas: 1

Pustu: 9

Poskesdes: 6 

Puskesmas: 1

Pustu: 9

Poskesdes: 6 

Dokter : 3

Perawat : 57

Bidan : 36

Dokter : 3

Perawat : 57

Bidan : 36

14 KETUNGAU HULU

Puskesmas: 1

Pustu: 10

Poskesdes: 8

Puskesmas: 1

Pustu: 10

Poskesdes: 8

Dokter : 2

Perawat : 42

Bidan : 30

Dokter : 2

Perawat : 42

Bidan : 30

NO KECAMATAN
PELAYANAN KESEHATAN SDM KESEHATAN

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 
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B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 

 
Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2023 

 

NO JENIS LAYANAN DASAR BARANG JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH TERSEDIA SELISIH
HARGA SATUAN 

(Rp)

JUMLAH BIAYA 

(Rp)
KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - - - - - - -

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - - - - - - -

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru - - - - - - -

4 Pelayanan Kesehatan Balita - - - - - - -

5

Pelayanan Kesehatan Pada Usia 

Pendidikan

Dasar

- - - - - - -

6
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif
- - - - - - -

7
Pelayanan Kesehatan Pada Usia 

Lanjut
- - - - - - -

8
Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi
- - - - - - -

9

Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diabetes

Melitus

- - - - - - -

10

Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan

jiwa sesuai standar

- - - - - - -

11
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

tuberkulosis
- - - - - - -

12

Pelayanan     Kesehatan Orang    

Dengan    Risiko Terinfeksi     Virus     

Yang Melemahkan         Daya Tahan   

Tubuh   Manusia

(Human Immunodeficiency Virus)

- - - - - - -

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK

PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA SINTANG
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Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan 2023 

 

 

 

NO JENIS LAYANAN DASAR JENIS SDM KESEHATAN JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH TERSEDIA SELISIH KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Dokter, Bidan, Perawat Bidan : 21

Dokter : 21 Perawat : 42

Bidan : 21

Dokter : 21 Perawat : 42 -

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dokter, Bidan, Perawat Bidan : 21

Dokter : 21 Perawat : 42

Bidan : 21

Dokter : 21 Perawat : 42 -

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dokter, Bidan, Perawat Bidan : 21

Dokter : 21 Perawat : 42

Bidan : 21

Dokter : 21 Perawat : 42 -

4

Pelayanan Kesehatan Balita

Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan 

Masy yg terlatih

Bidan : 20

Dokter : 20 Perawat : 40 Ahli gizi : 20 

Guru Paud: 20 Kader Kesehatan: 20

Bidan : 20

Dokter : 20 Perawat : 40 Ahli 

gizi : 20 Guru Paud: 20 Kader 

Kesehatan: 20 -

5
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan

Dasar

Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan 

Masy yg terlatih

Bidan : 20

Dokter/Dokter Gigi : 9 Perawat : 40

Ahli gizi: 20 Kesmas: 32 Guru: 20 Kader 

kesehatan: 20

Bidan : 20

Dokter/Dokter Gigi : 9 Perawat 

: 40

Ahli gizi: 20 Kesmas: 32 Guru: 

20 Kader kesehatan: 20 -

6
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Produktif

Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan 

Masy yg terlatih

Bidan : 20

Dokter : 20

Perawat : 40 Ahli gizi: 20 Kesmas: 32 Non-

Kes terlatih: 20

Bidan : 20

Dokter : 20

Perawat : 40 Ahli gizi: 20 

Kesmas: 32 Non-Kes terlatih: 20
-

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan 

Masy yg terlatih

Bidan: 20 Dokter: 20 Perawat: 40 Non-

Kesehatan Terlatih: 20

Bidan: 20 Dokter: 20 Perawat: 

40 Non-Kesehatan Terlatih: 20 -

8
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan 

Masy yg terlatih

Bidan : 20

Dokter : 20 Perawat : 40 Kesmas: 32

Bidan : 20

Dokter : 20 Perawat : 40 

Kesmas: 32 -

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Melitus

Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan 

Masy yg terlatih

Bidan : 20

Dokter : 20

Perawat : 40 Ahli gizi: 20 Kesmas: 32 

Bidan : 20

Dokter : 20

Perawat : 40 Ahli gizi: 20 

Kesmas: 32 -

10

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan

jiwa sesuai standar

Dokter, Perawat  Dokter/perawat terlatih jiwa/tenaga 

kesehatan lainnya: 20

 Dokter/perawat terlatih 

jiwa/tenaga kesehatan lainnya: 

20
-

11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

tuberkulosis

dokter, perawat, ATLM, Analis, Kesmas 

Tenaga Kesehatan/Non terlatih

Dokter: 20 Perawat: 40 ATLM: 32 Penata 

Rontgen: 1 Kesmas: 32 Tenaga Non-kes 

terlatih: 21

Dokter: 20 Perawat: 40 ATLM: 

32 Penata Rontgen: 1 Kesmas: 

32 Tenaga Non-kes terlatih: 21 -

12

Pelayanan     Kesehatan Orang    Dengan    

Risiko Terinfeksi     Virus     Yang 

Melemahkan         Daya Tahan   Tubuh   

Manusia

(Human Immunodeficiency Virus)

dokter, perawat, ATLM, Analis, Kesmas Tenaga 

Kesehatan/Non terlatih

Dokter: 22 Perawat: 42 Bidan: 22 ATLM: 

34 Kesmas: 34 Non-kes terlatih: 11

Dokter: 22 Perawat: 42 Bidan: 

22 ATLM: 34 Kesmas: 34 Non-

kes terlatih: 11

-

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA SINTANG
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C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 

 

 
Sumber: RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026 

 

 

 

 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 3 4 5 12

1 1 Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1 02 Urusan pemerintahan bidang kesehatan     393.484.258.266       403.321.364.723       413.404.398.841      423.739.508.812    434.332.996.532     434.332.996.532 Dinas Kesehatan

1 02 01 2 1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Tingkat pencapaian 

pelaksanaan program 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah

    179.920.076.510       184.418.078.423       189.028.530.383      193.754.243.643    198.598.099.734     198.598.099.734 Dinas Kesehatan

1 02 01 2 2 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat

Jumlah puskesmas 

yang 

menyelenggarakan 

kesehatan jiwa dibagi 

jumlah puskesmas 

dikali 100. 

Standar:minimal 20% 

dari jumlah seluruh 

puskesmas

    190.036.301.256       194.787.208.787       199.656.889.007      204.548.311.232    209.764.519.013     209.764.519.013 Dinas Kesehatan

1 02 01 2 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Rasio tenaga medis 

per-satuan penduduk

      22.986.010.500         23.560.660.763         24.149.677.282        24.753.419.214      25.372.254.694       25.372.254.694 Dinas Kesehatan

1 02 01 2 4 Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman Persentasi apotek, 

toko obat alkes, 

UMOT dan optik 

yang berizin

           168.701.000              172.918.525              177.241.488             181.672.525           186.214.338            186.214.338 Dinas Kesehatan

1 02 01 2 5 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Cakupan desa siaga 

aktif

           373.168.000              382.498.225              392.060.681             401.862.198           411.908.753            411.908.753 Dinas Kesehatan

10 112 6 7 8 9

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : SINTANG

NO.
KODE

*)

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM

*)

INDIKATOR 

KINERJA 

PROGRAM 

(OUTCOME)

KONDISI KINERJA 

PADA AWAL 

TAHUN RPJMD 

(TAHUN N)

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA 

AKHIR PERIODE RPJMD

UNIT KERJA 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB

TAHUN- N+1 TAHUN- N+2 TAHUN- N+3 TAHUN- N+4 TAHUN- N+5
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Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kab. Sintang 2021-2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 3 4 5 12

1 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar

1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1 02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP 

Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 300,00 330,00 363,00 399,30 439,23 439,23

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

3000,00 3300,00 3630,00 3993,00 4392,30 4392,30

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 

Lahir 150,00 165,00 181,50 199,65 219,62 219,62

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 100,00 110,00 121,00 133,10 146,41 146,41

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Pendidikan Dasar 82,00 90,20 99,22 109,14 120,06 120,06

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Produktif 130,00 143,00 157,30 173,03 190,33 190,33

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Lanjut 100,00 110,00 121,00 133,10 146,41 146,41

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi 80,00 88,00 96,80 106,48 117,13 117,13

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diabetes Melitus
80,00 88,00 96,80 106,48 117,13 117,13

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat
150,00 165,00 181,50 199,65 219,62 219,62

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

Terduga Tuberkulosis
80,00 88,00 96,80 106,48 117,13 117,13

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Risiko Terinfeksi HIV
238,00 261,80 287,98 316,78 348,46 348,46

10 112 6 7 8 9

FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : SINTANG

N

O.

KODE

*)

URUSAN/BIDANG 

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN

*)

INDIKATOR 

KINERJA 

PROGRAM 

(OUTCOME)

DATA CAPAIAN 

PADA AWAL 

TAHUN 

PERENCANAAN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI 

KINERJA PADA 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA PD

UNIT KERJA 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUN

G JAWAB

TAHUN- N+1 TAHUN- N+2 TAHUN- N+3 TAHUN- N+4 TAHUN- N+5
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D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 

 
 
Sumber: Data Penerima Layanan: Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2023 

Pendanaan: Laporan Realisasi Anggaran SKPD Per Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Subbag Keuangan dan Aset)  

 

TARGET REALISASI
CAPAIAN 

(%)

ALOKASI 

ANGGARAN (RP)

REALISASI 

ANGGARAN (RP)

PERSENTASE 

REALISASI 

ANGGARAN

SUMBER 

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 8734 7456 85,4%  Rp  2.216.020.000,00  Rp  2.007.061.400,00 90,6% APBN/APBD 

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8734 6045 69,2%  Rp       71.650.000,00  Rp       67.756.900,00 94,6% APBN/APBD 

3
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 

Lahir
7940 6245 78,7%  Rp     323.818.000,00  Rp     306.759.800,00 94,7% APBN/APBD 

4 Pelayanan Kesehatan Balita 29896 21480 71,8%  Rp     233.370.000,00  Rp     216.349.800,00 92,7% APBN/APBD 

5

Pelayanan Kesehatan Pada Usia 

Pendidikan

Dasar 15557 2023 13,0%  Rp     518.540.000,00  Rp     427.164.500,00 82,4% APBN/APBD 

6
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 224724 41050 18,3%  Rp       16.800.000,00  Rp       16.800.000,00 100,0% APBN/APBD 

7
Pelayanan Kesehatan Pada Usia 

Lanjut 38084 37430 98,3%  Rp     149.580.000,00  Rp     147.310.000,00 98,5% APBN/APBD 

8
Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi 65000 2523 3,9%  -  - - APBN/APBD 

9

Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diabetes

Melitus 1959 539 27,5%  Rp       75.000.000,00  Rp       57.579.100,00 76,8% APBN/APBD 

10

Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan

jiwa sesuai standar 716 716 100,0%  Rp     164.015.000,00  Rp     120.551.000,00 73,5% APBN/APBD 

11
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

tuberkulosis
7803 2951 37,8%  Rp     220.915.000,00  Rp     188.145.700,00 85,2% APBN/APBD 

12

Pelayanan     Kesehatan Orang    

Dengan    Risiko Terinfeksi     Virus     

Yang Melemahkan         Daya Tahan   

Tubuh   Manusia

(Human Immunodeficiency Virus) 9992 4400 44,0%  Rp       25.000.000,00  Rp       24.830.000,00 99,3% APBN/APBD 

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA SINTANG

NO. JENIS PELAYANAN DASAR

CAPAIAN PENERIMA LAYANAN 

DASAR (TAHUN N)
PENDANAAN (TAHUN N)

PERMASALAH

AN
SOLUSI



11 | S P M  K E S E H A T A N  K A B .  S I N T A N G  2 0 2 3  

 

BAB III 

PENCAPAIAN SPM 

 

A. JENIS PELAYANAN DASAR 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar 

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal 

bidang kesehatan sebagai berikut : 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

4. Pelayanan Kesehatan Balita 

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 

8. Pelayanan  Kesehatan pada Penderita Hypertensi 

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV. 

 

B. TARGET PENCAPAIAN SPM  

Dalam melaksanakan SPM kesehatan, sangat penting untuk melakukan pemetaan 

kondisi awal SPM kesehatan di Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sintang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM 

pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM 

secara nasional. Standar nasional untuk capaian kinerja pemerintah daerah dalam 

pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 

100% (seratus persen).  

Berdasarkan pemetaan kondisi awal SPM kesehatan di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sintang, adapun target pencapaian SPM kesehatan di Kabupaten Sintang 

sebagai berikut : 
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Target Pencapaian SPM 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2023 

 

No 
Capaian Kinerja 

Indikator Target 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 % 

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 % 

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 % 

4 Pelayanan Kesehatan Balita 100 % 

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100 % 

6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100 % 

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100 % 

8 Pelayanan  Kesehatan pada Penderita Hypertensi 100 % 

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100 % 

10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100 % 

11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100 % 

12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 100 % 
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C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN  

Alokasi anggaran tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan dengan rincian sebagai berikut : 

 

 
 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran SKPD Per Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Subbag Keuangan dan Aset) 

 

NO NAMA VARIABEL ALOKASI ANGGARAN 

(Rp)

REALISASI ANGGARAN 

(Rp)

%

1 PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 2.216.020.000,00Rp        2.007.061.400,00Rp             91%

2 PELAYANAN KESEHATAN BERSALIN 71.650.000,00Rp              67.756.900,00Rp                  95%

3 PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 323.818.000,00Rp           306.759.800,00Rp                95%

4 PELAYANAN KESEHATAN BALITA 233.370.000,00Rp           216.349.800,00Rp                93%

5 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 518.540.000,00Rp           427.164.500,00Rp                82%

6 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 16.800.000,00Rp              16.800.000,00Rp                  100%

7 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 149.580.000,00Rp           147.310.000,00Rp                98%

8 PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI - - -

9 PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) 75.000.000,00Rp              57.579.100,00Rp                  77%

10 PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA 

(ODGJ) BERAT

164.015.000,00Rp           120.551.000,00Rp                73%

11 PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 220.915.000,00Rp           188.145.700,00Rp                85%

12 PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI 

VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA 

(HIV)

25.000.000,00Rp              24.830.000,00Rp                  99%
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D. DUKUNGAN PERSONIL  

Jumlah tenaga kesehatan ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sintang Tahun 2023 sebanyak 2311 orang, dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Medis (Dokter & Dokter spesialis) : 139 orang 

2. Bidan      : 653 orang 

3. Perawat/Perawat Gigi   : 1043 orang 

4. Farmasi     : 78 orang 

5. Gizi      : 59 orang 

6. Sanitasi     : 43 orang 

7. Kesehatan Masyarakat   : 77 orang 

8. Teknisi Medis, All    : 219 orang 

 

Jumlah dukungan personil diatas diambil dari tenaga kesehatan yang berada 

di Puskesmas dan Rumah sakit di lingkungan Kabupaten Sintang. 

 

E. HASIL CAPAIAN/REALISASI  

Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Sintang 

tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

 

Capaian Kinerja SPM 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2023 

No Indikator 
Jumlah yg harus 
terlayani 2023 

Jumlah yg terlayani 2023 

Realisasi Persentase 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 8734 7456 85,4% 
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8734 6045 69,2% 
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 7940 6245 78,7% 
4 Pelayanan Kesehatan Balita 29896 21480 71,8% 
5 Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Pendidikan Dasar 
15557 2023 13,0% 

6 Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Produktif 

224724 41050 18,3% 

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 38084 37430 98,3% 
8 Pelayanan  Kesehatan pada Penderita 

Hypertensi 
65000 2523 3,9% 

9 Pelayanan Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus 

1959 539 27,5% 

10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat 

716 716 100,0% 

11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 7803 2951 37,8% 
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12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 
Risiko Terinfeksi HIV 

9992 4400 44,0% 

Capaian SPM Kabupaten Sintang untuk indikator pelayanan kesehatan dasar 

belum memenuhi target (Nasional) yaitu 100 %. Terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi tidak tercapainya target sehingga perlu dilakukan intervensi 

penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator 

pelayanan kesehatan dasar mencapai target. Serta diperlukannya dukungan dan 

kerja sama sektor-sektor terkait untuk meningkatkan capaian SPM yang sesuai 

target. 
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F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

NO Jenis Pelayanan Dasar Permasalahan Solusi 

1 Pengelolahan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

Masih kurangnya kesadaran 
ibu hamil untuk melakukan 
pemeriksaan hamil dan USG, 
serta ada beberapa puskesmas 
yang belum melaksanakan 
program inovasi ANC satelit 
terpadu 

Melakukan Bina Wilayah 
dan monitoring evaluasi 
program puskesmas 

2 Pengelolahan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 

Masih ada pasien yang 
melahirkan ditolong oleh 
Dukun bayi dan melahirkan di 
rumah (Non Fasyankes) 

Melakukan Bina Wilayah 
dan monitoring evaluasi 
program puskesmas 

3 Pengelolahan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru Lahir 

masih ada bayi yang belum 
dilakukan penmeriksaan SHK 
sesuai Permenkes No 78 tahun 
2014 

Melakukan Bina Wilayah 
dan monitoring evaluasi 
program puskesmas 

4 Pengelolahan Pelayanan 
Kesehatan Balita 

Masih ada beberapa 
puskesmas yang belum 
menerapkan pemeriksaan 
sesuai MTBS, dan belum 
melaksanakan Kelas Ibu Balita 

Melakukan Bina Wilayah 
dan monitoring evaluasi 
program puskesmas 

5 Pengelolahan Pelayanan 
Kesehatan Pada Usia 
Pendidikan Dasar 

Masih ada beberapa 
puskesmas yang belum 
melaksanakan posyandu 
remaja 

Melakukan Bina Wilayah 
dan monitoring evaluasi 
program puskesmas 

6 Pelayanan Kesehatan Pada 
Usia Produktif 

Belum semua Calon Pengantin 
yang ter skrining di Puskesmas 

Melakukan Bina Wilayah 
dan monitoring evaluasi 
program puskesmas 

7 Pelayanan Kesehatan pada 
Usia Lanjut 

beberapa lansia mengikuti 
posyandu apabila ada keluhan 
saja dan tidak datang untuk 
skrining 

Melakukan Bina Wilayah 
dan monitoring evaluasi 
program puskesmas 

8 Pelayanan Kesehatan 
Penderita Hipertensi 

Kurangnya pemahaman 
masyarakat terkait skrining 
PTM 

Mengusulkan anggaran 
untuk pertemuan 
penguatan Pandu PTM 
dan komitmen setiap 
puskesmas untuk 
melaksanakan Pandu 

9 Pelayanan Kesehatan 
Penderita Diabetes Melitus 

Kurangnya pemahanan 
masyarakat terkait manfaat 
skrining PTM 

Mengusulkan anggaran 
untuk pertemuan 
penguatan Pandu PTM 
dan komitmen setiap 
puskesmas untuk 
melaksanakan Pandu 

    Kurangnya anggaran  Meningkatkan anggaran 
untuk DM melalui usulan 
anggaran dari Pemerintah 
pusat maupun pemerintah 
daerah 
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10 Pelayanan Kesehatan Orang 
Dengan Gangguan Jiwa ( 
ODGJ ) 

Kondisi iklim dan geografis 
yang mempersulit pasien dan 
keluarga pasien untuk ke FKTP 

Tenaga kesehatan lebih 
aktif melakukan 
kunjungan rumah bagi 
pasien yang berada di 
akses tempuh yang sulit 

    Kurangnya kesadaran pasien 
dan keluarga dalam mengikuti 
program yang dilanjutkan 
oleh FKTP seperti tidak hadir 
saat diadakan penyuluhan 
FKTP 

Tenaga kesehatan lebih 
giat dalam melaksanakan 
penyuluhan 

    Tidak disiplin dalam 
pengawasan minum obat yang 
dilakukan oleh keluarga 

Tenaga kesehatan lebih 
aktif memonitor dalam 
pengawasan minum obat 
pasien 

11 Pelayanan Kesehatan Orang 
Terduga Tuberkulosis 

Belum tercapainya target 
penemuan atau penemuan 
kasus yang masih rendah 

Melakukan Investigasi 
Kontak TB di masyarakat 

      Penyuluhan ke 
masyarakat tentang 
bahaya TB 

      Bimbingan program TB ke 
puskesmas utk 
meningkatkan capaian 
penemuan  

      Evaluasi pelaksanaan 
program TB di Kabupaten  

      Melalui pertemuan desa 
dan rebug desa membahas 
upaya Eliminasi TB 
dengan dukungan dana, 
dukungan pemerintahan 
desa, dukungan tokoh 
masyarakat, dukungan 
tokoh Adat dan tokoh 
agama. 

    - Belum tercapainya target 
kesembuhan  

Meningkatkan peran 
petugas puskesmas dan 
Pustu untuk mengawasi 
penderita TB saat 
pengobatan 

      Meningkatkan dan 
membentuk Pengawas 
Minum Obat (PMO) di 
Masyarakat 

      Peningkatan akses obat TB  

12 Pelayanan Kesehatan Orang 
dengan Risiko Terinfeksi 
Virus Yang melemahkan 
Daya Tahan Tubuh 

Masalah Internal   
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Manusia Immunodeficiency 
Virus 

    Kurangnya koordinasi antara 
unit kerja terkait seperti 
puskesmas, Rumah sakit, dan 
fasilitas pelayanan HIV 
lainnya 

Meningkatkan koordinasi 
antar unit kerja terkait 

      Memanfaatkan setiap 
pertemuan bersama OPD 
terkait, dengan 
menyampaikan 
permasalahan program 
HIV-AIDS 

    Kurangnya sumber 
sumberdaya masnusia (SDM)  

Meningkatkan kapasitas 
SDM, dengan 
memanfaatkan pelatihan 
dan pengembangan SDM 
untuk meningkatkan 
kopetensi dan dedikasi 
SDM dalam 
melaksanakan program 
HIV-AIDS. 

      Bekerja sama dengan 
organisasi non-
pemerintah (NGO) yang 
bergerak di bidang HIV-
AIDS 

    Kurangnya anggaran  Meningkatkan anggaran 
untuk HIV-AIDS melalui 
usulan anggaran dari 
Pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah 

    Masalah Eksternal   

    Stigma dan diskriminasi 
terhadap ODHA 

Bekerja sama dengan 
organisasi non-
pemerintah (NGO) dan 
organisasi masyarakat 
sipil untuk mengadakan 
kampanye anti stigma dan 
diskriminasi HIV-AIDS  

    Persepsimasyarakat yang 
masih rendah tetang HIV-
AIDS 

Meningkatkan promosi 
kesehatan melalui 
sosialisasi HIV-AIDS di 
sekolah, RRI, berbagai 
media lainnya.  
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

 

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian 

SPM Kesehatan sebagai berikut: 

No Program Kegiatan Sub Kegiatan 
1 Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

Laporan Kegiatan 
pelayanan ibu hamil 
yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 

Ibu hamil, ibu bersalin 
dan bayi baru lahir yang 
beresiko tinggi yang 
dilayani jampersal 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan bayi baru lahir 

Bayi yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan balita 

Balita yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan pada usia 
dasar 

Sekolah yang dibina UKS 
dan kader kesehatan 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan usia produktif 

Laporan kegiatan 
pelayanan kesehatan usia 
produktif 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan usia lanjut 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan usia lanjut 
sesuai standar 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan penderita 
hipertensi 

Laporan kegiatan 
pelayanan kesehatan 
penderita hipertensi 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan penderita 
diabetes melitus 

Laporan kegiatan 
pelayanan kesehatan 
penderita diabetes 
melitus 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang dengan 
gangguan jiwa berat 

Laporan kegiatan 
pelayanan orang dengan 
gangguan jiwa berat 

Pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang terduga 
tuberkulosis 

Laporan pengelolaan 
pelayanan kesehatan 
orang terduga 
tuberkulosis 

Pengelolaan pelayanan 
orang dengan resiko 
terinfeksi HIV 

Laporan pelayanan 
kesehatan pada orang 
dengan resiko terinfkesi 
HIV 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar 

kesehatan, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang 

dilakukan, juga pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, 

khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran 

SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM 

secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, 

dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah 

tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk 

kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan 

kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.  

Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten 

Sintang Tahun 2023 ini disusun agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang diharapkan dapat terwujud. 

 

 

 

 


